
      

 

 

 
 

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

NOMOR 3 TAHUN 2026 
 

TENTANG  

 
PELAKSANAAN PENDELEGASIAN KEWENANGAN  

PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, 
 

Menimbang 

 

 

: a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan 

pendelegasian kewenangan pengelolaan pertambangan 

mineral dan batubara yang didelegasikan kepada Gubernur 
guna memberikan dampak positif dalam mendukung 

kelangsungan hidup dan peningkatan kesejahteraan 

masyarakat, Pemerintah Daerah perlu menetapkan kebijakan 
dalam pelaksanaan pendelegasian kewenangan tersebut 

secara efektif, efisien, serta selaras dengan norma, standar, 

prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; 
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan 

Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian 

Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan 
Mineral dan Batubara, Pemerintah Daerah memiliki 

kewenangan dalam pelaksanaan pendelegasian pemberian 

sertifikat standar, pemberian izin, pembinaan dan 

pengawasan pelaksanaan perizinan berusaha di bidang 
pertambangan mineral dan batubara;  

c. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 
Pertambangan Mineral sudah tidak sesuai dengan 

perkembangan peraturan perundang-undangan saat ini 

sehingga perlu diganti;   
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan 

Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Pendelegasian 
Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan 

Batubara; 

   
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945;  

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000          

Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4033); 
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3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan 
Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah beberapa kali 
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang 

Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan 

Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 
Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 7100);  

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa 
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);  

5. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang 

Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5172); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang 
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan 

Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6721) sebagaimana telah diubah terakhir dengan 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun  2025 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 

Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha 
Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun  2025 Nomor 146, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7135);  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah 

Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6873); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang 

Penyelenggaraan Perizinanan Berusaha Berbasis Resiko 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia              

Nomor 7115); 

10. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang 
Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang 

Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 91);  
 

 

 
 

 

 
 



      

 

 

11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral         
Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan 

Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 595) sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Energi dan 

Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber 

Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan 
Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1343);  

12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral         
Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah 

Pertambangn Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan 

Mineral dan Batuan (Berita Negara Republik Indonesia    
Tahun 2018 Nomor 596); 

13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 

Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, 
dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral 

dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan 

Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara 

Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan 
Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 734); 

14. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 
Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk 

Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko 

Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 318); 

15. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral         

Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan, 

Penyampaian, dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran 
Biaya serta Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Usaha 

Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 713); 
16. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral        

Nomor 14 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penugasan 

Penyelidikan dan Penelitian Untuk Penyiapan Wilayah 
Pertambangan, Wilayah Izin Usaha Pertambangan, dan 

Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 999); 
17. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral        

Nomor 18 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 
Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha 

Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2025 Nomor 944); 
18. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka 
Belitung Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 103); 

 
 



      

 

 

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

DAN 
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAKSANAAN 
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENGELOLAAN 

PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM  

  
Pasal 1   

 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:  

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.  
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung.  

3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.  

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi.  

5. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan 
dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral dan 

batuan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi 

kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau 
pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, 

pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.   

6. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, 
yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan 

kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, 

baik dalam bentuk lepas atau padu. 

7. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka 
pengusahaan mineral dan batuan yang meliputi tahapan 

kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, 

konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, 
pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.  

8. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, 

adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan. 
9. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan 

untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti 

tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber 
daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai 

lingkungan sosial dan lingkungan hidup.  

10. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha 

pertambangan untuk memperoleh informasi secara terinci 
seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan 

ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis 

mengenai dampak lingkungan serta perencanaan 
pascatambang.  

 

 
 

 

 
 



      

 

 

 
11. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan Usaha 

Pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, 

pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan 
dan/atau pemanfaatan, termasuk pengangkutan dan 

penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan 

sesuai dengan hasil studi kelayakan.  

12. Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disingkat WP adalah 
wilayah yang memiliki potensi mineral dan batuan dan tidak 

terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang 

merupakan bagian dari tata ruang nasional. 
13. Wilayah Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat WUP 

adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, 

potensi, dan/atau informasi geologi.  
14. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disingkat 

WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP 

atau pemegang SIPB.  
15. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disingkat 

WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha 

pertambangan rakyat.  

16.  Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disingkat IPR, 
adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam 

wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan 

investasi terbatas.  
17. Surat lzin Penambangan Batuan, yang selanjutnya disingkat 

SIPB, adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan 

kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau 
untuk keperluan tertentu.  

18. Izin Usaha Jasa Pertambangan, yang selanjutnya disingkat 

IUJP, adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan 
usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan 

dan/atau bagian kegiatan Usaha Pertambangan. 

19. Izin Usaha pertambangan untuk Penjualan selanjutnya 

disingkat IUP untuk Penjualan, adalah izin yang diberikan 
kepada badan usaha yang tidak bergerak pada Usaha 

Pertambangan yang akan menjual mineral atau batuan yang 

tergali dan diberikan untuk 1 (satu) kali penjualan. 
20. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di 

bidang Pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum 

Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 

21. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-

seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan 
kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai 

gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.  

 

Pasal 2  
Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi:   

a. Perizinan Berusaha yang didelegasikan;  

b. IUP;  
c. SIPB; 

d. IPR; 

 
 

 

 
 



      

 

 

e. izin pengangkutan dan penjualan;  
f. IUJP; 

g. pembinaan dan pengawasan; 

h. sanksi administratif; dan 
i. ketentuan pidana. 

 

BAB II 

PERIZINAN BERUSAHA YANG DIDELEGASIKAN 
 

Pasal 3 

(1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan 
Berusaha yang kewenangan pemberiannya didelegasikan oleh 

Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan melalui pemberian: 

a. sertifikat standar; dan/atau 
b. izin. 

(3) Pemberian sertifikat standar sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) huruf a meliputi kegiatan konsultasi dan perencanaan 

usaha jasa Pertambangan di bidang: 
a. penyelidikan umum; 

b. eksplorasi; 

c. studi kelayakan; 
d. konstruksi Pertambangan; 

e. pengangkutan; 

f. lingkungan Pertambangan; 
g. reklamasi dan pascatambang; dan/atau 

h. penambangan. 

(4) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 
terdiri atas: 

a. IUP dalam rangka penanaman modal dalam negeri untuk 

komoditas mineral bukan logam dengan ketentuan: 

1. berada dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau 
2. wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut. 

b. IUP dalam rangka penanaman modal dalam negeri untuk 

komoditas mineral bukan logam jenis tertentu dengan 
ketentuan: 

1. berada dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau 

2. wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut; 
c. IUP dalam rangka penanaman modal dalam negeri untuk 

komoditas batuan dengan ketentuan: 

1. berada dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau 
2. wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut; 

d. SIPB; 

e. IPR; 

f. lzin Pengangkutan dan Penjualan untuk komoditas 
mineral bukan logam; 

g. lzin Pengangkutan dan Penjualan untuk komoditas 

mineral bukan logam jenis tertentu; 
h. lzin Pengangkutan dan Penjualan untuk komoditas batuan; 

i. IUJP untuk 1 (satu) daerah provinsi; 

 
 

 

 
 



      

 

 

 
j. IUP untuk penjualan komoditas mineral bukan logam; 

k. IUP untuk penjualan komoditas mineral bukan logam jenis 

tertentu; dan 
l. IUP untuk penjualan komoditas batuan. 

 

BAB III 

IZIN USAHA PERTAMBANGAN 
 

Pasal 4 

(1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) diberikan 
oleh Gubernur berdasarkan permohonan. 

(2) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah 

memperoleh WIUP. 
(3) Pemegang IUP dilarang memindahtangankan IUP kepada 

pihak lain tanpa persetujuan Gubernur sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(4) Tata cara, persyaratan, dan tahapan pemberian IUP 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang 

pertambangan mineral dan batubara. 
 

Pasal 5 

(1) WIUP Mineral bukan logam, WIUP Mineral bukan logam jenis 
tertentu, dan WIUP batuan diberikan oleh menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan 

sumber daya mineral sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Tata cara, persyaratan, dan tahapan permohonan WIUP serta 

pemberian atau penolakan WIUP sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan 

batubara. 

 
Pasal 6 

Ketentuan mengenai pelaksanaan IUP, WP, WUP dan WIUP yang 

dilaksanakan oleh Gubernur dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

BAB IV 
SURAT IZIN PENAMBANGAN BATUAN 

 

Bagian Kesatu 
Penerbitan Surat Izin Penambangan Batuan 

 

Pasal 7 

(1) SIPB diberikan oleh Gubernur berdasarkan permohonan yang 
diajukan oleh pemohon yang memenuhi persyaratan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang 

pertambangan mineral dan batubara. 
 

 

 
 

 

 
 



      

 

 

 
(2) SIPB diberikan untuk pengusahaan pertambangan batuan 

jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu sesuai dengan 

penggolongan yang ditetapkan menurut ketentuan peraturan 
perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan 

batubara. 

(3) Permohonan SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diajukan kepada Gubernur sesuai dengan tata cara, 
persyaratan, dan tahapan yang diatur dalam ketentuan 

peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan 

mineral dan batubara. 
 

Bagian Kedua 

Pelaksanaan Surat Izin Penambangan Batuan 
 

Pasal 8 

(1) Pemegang SIPB wajib menyusun dan menyampaikan rencana 
penambangan kepada Gubernur untuk memperoleh 

persetujuan sebelum melakukan kegiatan penambangan. 

(2) Rencana penambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

memuat aspek teknis berupa: 
a. informasi cadangan; 

b. rencana penambangan selama jangka waktu SIPB; 

c. rencana pengelolaan lingkungan termasuk reklamasi dan 
pascatambang; dan 

d. rencana pengelolaan keselamatan pertambangan.  

(3) Pemegang SIPB dilarang melakukan kegiatan penambangan 
sebelum mendapatkan persetujuan: 

a. rencana penambangan dari Gubernur; dan 

b. lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(4) Pemegang SIPB wajib menyusun dan menyampaikan laporan 

berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Gubernur yang paling 

sedikit memuat: 
a. laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, 

termasuk reklamasi dan pascatambang; dan 

b. laporan pelaksanaan kegiatan penambangan. 
(5) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib 

disampaikan kepada Gubernur dalam jangka waktu paling 

lambat tanggal 15 (lima belas) pada bulan berikutnya setelah 
berakhirnya setiap triwulan. 

 

Pasal 9 
(1) Pemegang SIPB wajib menempatkan jaminan reklamasi dan 

jaminan pascatambang sesuai dengan penetapan Gubernur. 

(2) Penetapan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan 
rencana pengelolaan lingkungan hidup dalam rencana 

penambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) 

huruf c. 
 

 

 
 

 

 
 



      

 

 

 
(3) Jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang ditempatkan 

untuk seluruh jangka waktu berlakunya SIPB. 

(4) Jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam bentuk rekening 

bersama pada bank Pemerintah Provinsi atau bank milik 

negara di Indonesia atas nama Gubernur dan pemegang SIPB. 

(5) Jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang ditempatkan 
dalam mata uang Rupiah.  

(6) Jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) dapat dicairkan setelah pemegang 
SIPB melaksanakan seluruh kewajiban reklamasi dan 

pascatambang sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan 
batubara. 

 

Pasal 10 
Pemegang SIPB wajib memenuhi seluruh kewajiban perpajakan 

daerah serta kewajiban penerimaan negara lainnya sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
Bagian Ketiga 

Berakhirnya Surat Izin Penambangan Batuan 

 
Pasal 11 

(1) SIPB berakhir karena: 

a. dikembalikan; 
b. dicabut; atau 

c. habis masa berlakunya. 

(2) Pemegang SIPB dapat mengembalikan SIPB kepada Gubernur 
melalui pernyataan tertulis yang disertai alasan yang jelas. 

(3) Pengembalian SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dinyatakan sah setelah pemegang SIPB memenuhi seluruh 

kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan mendapat persetujuan Gubernur. 

 

Pasal 12 
SIPB dapat dicabut oleh Gubernur apabila: 

a. pemegang SIPB tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan 

dalam ketentuan SIPB dan/atau ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 

b. pemegang SIPB melakukan tindak pidana sebagaimana diatur 

dalam Peraturan Daerah ini; atau 
c. pemegang SIPB dinyatakan pailit berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



      

 

 

 
Pasal 13 

Dalam hal jangka waktu berlakunya SIPB telah berakhir dan 

pemegang SIPB tidak mengajukan permohonan perpanjangan, 
atau mengajukan permohonan perpanjangan tetapi tidak 

memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan, SIPB dinyatakan berakhir. 

 
Pasal 14 

(1) Pemegang SIPB yang izinnya berakhir sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 11 ayat (1) wajib memenuhi dan menyelesaikan 
seluruh kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(2) Dalam hal SIPB berakhir, pemegang SIPB wajib menyerahkan 
seluruh data yang diperoleh dari hasil kegiatan pertambangan 

kepada Gubernur. 

(3) Kewajiban pemegang SIPB sebagaimana dimaksud pada       
ayat (1) dinyatakan telah dipenuhi setelah memperoleh surat 

keterangan dari Gubernur. 

 

Pasal 15 
(1) SIPB yang telah berakhir sebagaimana dimaksud dalam     

Pasal 11 ayat (1) dikembalikan kepada Gubernur. 

(2) Wilayah SIPB yang izinnya telah berakhir sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat ditawarkan kepada pihak lain 

yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan 
mineral dan batubara. 

 

BAB V 
IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT 

 

Bagian Kesatu 

Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat 
 

Pasal 16 

(1) WPR diusulkan oleh Gubernur kepada menteri yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan 

sumber daya mineral sesuai dengan persyaratan yang 

ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang 
pertambangan mineral dan batubara. 

(2) Atas penetapan WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Gubernur wajib mendelineasi WPR yang telah ditetapkan 
sebagai kawasan peruntukan Pertambangan dalam rencana 

tata ruang wilayah Provinsi. 

(3) Pengajuan dokumen pengelolaan WPR yang telah disusun 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi sesuai dengan 
deskripsi dokumen dan persetujuan atau rekomendasi untuk 

blok lokasi yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-

undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara. 
 

 

 
 

 

 
 



      

 

 

 
(4) Atas hasil evaluasi persyaratan dan dokumen pengelolaan 

WPR yang diajukan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3), menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral 

menetapkan dokumen pengelolaan WPR.  

 

Bagian Kedua 
Penerbitan Izin Pertambangan Rakyat 

 

Pasal 17 
(1) Atas penetapan dokumen pengelolaan WPR, sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), Gubernur menerbitkan IPR. 

(2) Gubernur menerbitkan IPR sesuai dengan blok yang 
ditetapkan menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral pada 

dokumen pengelolaan WPR. 
(3) IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh 

Gubernur berdasarkan permohonan yang diajukan oleh 

pemohon yang memenuhi persyaratan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang 
pertambangan mineral dan batubara. 

(4) Permohonan IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

diajukan kepada Gubernur sesuai dengan tata cara, 
persyaratan, dan tahapan yang diatur dalam ketentuan 

peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan 

mineral dan batubara. 
 

Bagian Ketiga 

Pelaksanaan Izin Pertambangan Rakyat 
 

Pasal 18 

(1) Pemegang IPR wajib melakukan kegiatan Penambangan dalam 

jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR 
diterbitkan. 

(2) Sebelum melakukan kegiatan Penambangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), pemegang IPR wajib menyusun 
rencana penambangan berdasarkan dokumen pengelolaan 

WPR yang ditetapkan oleh Menteri. 

(3) Rencana Penambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
paling sedikit memuat: 

a. metode penambangan; 

b. peralatan dan perlengkapan yag digunakan; 
c. jadwal kerja; 

d. kebutuhan personil; dan 

e. biaya atau permodalan. 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



      

 

 

 
Pasal 19 

(1) Pemegang IPR wajib menyusun dan menyampaikan laporan 

berkala Maksimal setiap 3 (tiga) bulan kepada Gubernur, sejak 
melakukan kegiatan yang paling sedikit memuat: 

a. laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan; dan 

b. laporan Pelaksanaan Operasi Produksi. 

(2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 
disampaikan kepada Gubernur dalam jangka waktu paling 

lambat tanggal 15 (lima belas) pada bulan berikutnya setelah 

berakhirnya setiap triwulan. 
 

Pasal 20 

(1) Pemegang IPR wajib menempatkan jaminan reklamasi dalam 
bentuk penyetoran sebesar 10% (sepuluh persen) dari setiap 

penjualan Mineral. 

(2) Pemegang IPR wajib membuka rekening bank pada bank 
Pemerintah Provinsi atau bank milik negara di Indonesia atas 

nama Gubernur dan pemegang IPR untuk penempatan 

jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Jaminan reklamasi ditempatkan dalam mata uang Rupiah. 
(4) Jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dapat dicairkan setelah pemegang IPR melaksanakan seluruh 

kewajiban reklamasi sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan 

batubara. 

 
Pasal 21 

(1) Pemegang IPR wajib membayar: 

a. iuran pertambangan rakyat, bagi IPR komoditas Mineral 
logam; dan 

b. pajak daerah dan iuran pertambangan rakyat, bagi IPR 

komoditas Mineral bukan logam jenis tertentu, dan IPR 

komoditas batuan. 
(2) Iuran pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud pada   

ayat (1) huruf a menjadi bagian dari struktur pendapat daerah 

berupa pajak dan/atau retribusi daerah yang penggunaannya 
untuk pengelolaan tambang rakyat sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(3) Iuran Pertambangan Rakyat sebagaimana dimaksud pada  
ayat (1) huruf a, meliputi komponen biaya: 

a. pengelolaan wilayah; 

b. pengelolaan pengusahaan; dan 
c. pengelolaan lingkungan. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan, 

pemungutan dan pembayaran/penyetoran iuran 

pertambangan rakyat serta mekanisme penggunaan iuran 
pertambangan rakyat dalam pengelolaan pertambangan 

rakyat diatur dengan Peraturan Gubernur. 

 
 

 

 
 

 

 
 



      

 

 

 
Bagian Keempat 

Berakhirnya Izin Pertambangan Rakyat 

 
Pasal 22 

(1) IPR berakhir karena: 

a. dikembalikan; 

b. dicabut; atau 
c. habis masa berlakunya. 

(2) Pemegang IPR dapat mengembalikan IPR kepada Gubernur 

melalui pernyataan tertulis yang disertai alasan yang jelas. 
(3) Pengembalian IPR kepada Gubernur sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dapat dilakukan apabila: 

a. tumpang tindih; dan 
b. tidak memenuhi syarat. 

(4) Pengembalian IPR kepada Gubernur sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dinyatakan sah setelah pemegang IPR memenuhi 
seluruh kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan dan mendapat persetujuan Gubernur. 

 

Pasal 23 
IPR dapat dicabut oleh Gubernur apabila: 

a. pemegang IPR tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan 

dalam ketentuan IPR dan/atau ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 

b. pemegang IPR melakukan tindak pidana sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; atau 
c. pemegang IPR dinyatakan pailit berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. 

 
Pasal 24 

Dalam hal jangka waktu berlakunya IPR telah berakhir dan 

pemegang IPR tidak mengajukan permohonan perpanjangan, atau 

mengajukan permohonan perpanjangan tetapi tidak memenuhi 
persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan, IPR dinyatakan berakhir. 

 
Pasal 25 

(1) Pemegang IPR yang izinnya berakhir sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 22 ayat (1) wajib memenuhi dan menyelesaikan 
seluruh kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(2) Dalam hal IPR berakhir, pemegang IPR wajib menyerahkan 
seluruh data yang diperoleh dari hasil kegiatan pertambangan 

kepada Gubernur. 

(3) Kewajiban pemegang IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dinyatakan telah dipenuhi setelah memperoleh surat 
keterangan dari Gubernur. 

 

Pasal 26 
(1) IPR yang telah berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

22 ayat (1) dikembalikan kepada Gubernur. 

 
 

 

 
 



      

 

 

 
 

(2) Dalam hal IPR telah berakhir sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), WPR dapat dibuka kembali untuk diajukan 
permohonan IPR baru oleh pihak lain sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan 

mineral dan batubara. 

 
BAB VI 

IZIN PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN 

 
Pasal 27 

(1) Izin pengangkutan dan penjualan untuk komoditas mineral 

bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan 
diberikan oleh Gubernur berdasarkan permohonan yang 

diajukan oleh: 

a. Badan Usaha; 
b. Koperasi; atau 

c. perusahaan perseorangan. 

(2) Untuk mendapatkan izin pengangkutan dan penjualan, 

pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
menyampaikan persyaratan yang meliputi: 

a. surat permohonan; 

b. nomor induk berusaha; 
c. susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, 

dan daftar pemilik manfaat dari Badan Usaha, Koperasi, 

atau perusahaan perseorangan; dan 
d. sumber pasokan mineral bukan logam, mineral bukan 

logam jenis tertentu, dan batuan yang dibuktikan dengan 

salinan nota kesepahaman atau perjanjian kerja sama 
pengangkutan dan penjualan mineral bukan logam, 

mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan yang 

masih berlaku dengan pemegang: 

1. IUP; 
2. IPR; 

3. SIPB; dan/atau 

4. izin pengangkutan dan penjualan lain. 
(3) Izin pengangkutan dan penjualan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diberikan dengan berpedoman pada ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
 

BAB VII 

IZIN USAHA JASA PERTAMBANGAN 
 

Pasal 28 

(1) IUJP diberikan oleh Gubernur apabila kegiatan usaha jasa 

pertambangan dilakukan dalam 1 (satu) daerah Provinsi. 
(2) Tata cara pemberian dan pelaksanaan IUJP sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang 
pertambangan mineral dan batubara. 

 

 
 

 

 
 



      

 

 

 
BAB VIII 

IZIN USAHA PERTAMBANGAN UNTUK PENJUALAN 

 
Pasal 29 

(1) Badan usaha yang tidak bergerak pada Usaha Pertambangan 

yang akan menjual mineral bukan logam, mineral bukan 

logam jenis tertentu, dan batuan yang tergali wajib memiliki 
IUP untuk Penjualan. 

(2) IUP untuk Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diberikan oleh Gubernur untuk 1 (satu) kali penjualan. 
(3) Penjualan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis 

tertentu, dan batuan yang tergali sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dikenai iuran produksi dan/atau pajak daerah sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 

menyampaikan laporan hasil Penjualan mineral bukan logam, 
mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan yang tergali 

kepada Gubernur. 

(5) Tata cara pengenaan iuran produksi dan/atau pajak daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam 
Peraturan Gubernur. 

 

BAB X 
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN 

 

Pasal 30 
(1) Gubernur melakukan pembinaan atas pelaksanaan Perizinan 

Berusaha yang didelegasikan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 ayat (1). 
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. pemberian norma, standar, pedoman, dan kriteria 

pelaksanaan usaha pertambangan; 

b. pemberian bimbingan teknis, konsultasi, mediasi, 
dan/atau fasilitasi; dan 

c. pengembangan kompetensi tenaga kerja pertambangan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan 

Gubernur. 

 
Pasal 31 

(1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan 

perizinan berusaha yang didelegasikan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1). 

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. perencanaan pengawasan; 

b. pelaksanaan pengawasan; dan 
c. monitoring dan evaluasi pengawasan. 

(3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf b dilaksanakan atas: 
a. kaidah teknik Pertambangan yang baik; dan 

b. tata kelola pengusahaan Pertambangan. 

 
 

 

 
 



      

 

 

 
(4) Dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf b, Gubernur dapat menugaskan: 

a. inspektur tambang untuk pengawasan atas kaidah teknik 
Pertambangan yang baik; dan 

b. pejabat pengawas Pertambangan untuk pengawasan atas 

tata kelola pengusahaan Pertambangan. 

(5) Inspektur tambang dan pejabat pengawas Pertambangan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib melaporkan hasil 

pengawasan kepada Gubernur. 

(6) Dalam hal berdasarkan laporan hasil pengawasan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdapat pelanggaran 

atas kaidah teknik Pertambangan yang baik dan tata kelola 

pengusahaan Pertambangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4), Gubernur wajib menindaklanjuti dalam bentuk: 

a. pembinaan; atau 

b. pemberian sanksi administratif. 
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan 

Gubernur. 

 
BAB XI 

PENDANAAN 

 
Pasal 32 

Pendanaan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini bersumber 

dari: 
a. anggaran pendapatan dan belanja Provinsi; dan 

b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 

BAB XII 

SANKSI ADMINISTRATIF 

 
Pasal 33 

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3),     

Pasal 9 ayat (1), Pasal 10, Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), 
dan Pasal 21 ayat (1) dikenakan sanksi administratif. 

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berupa: 
a. peringatan tertulis; 

b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan; 

dan/atau 
c. pencabutan izin. 

(3) Dalam hal pemegang IUP, IPR, atau SIPB yang dikenai sanksi 

administratif berupa penghentian sementara sebagian atau 

seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)      
huruf b tidak melaksanakan kewajibannya sampai dengan 

berakhirnya jangka waktu pengenaan sanksi, izin yang 

bersangkutan dapat dicabut sebagaimana dimaksud pada  
ayat (2) huruf c. 

 

 
 

 

 
 



      

 

 

(4) Dalam hal pemegang IUP, IPR, atau SIPB yang dikenai sanksi 
administratif berupa penghentian sementara sebagian atau 

seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah 

melaksanakan kewajibannya, sanksi administratif tersebut 
dapat dicabut. 

(5) Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang pertambangan dapat 

menjatuhkan sanksi administratif berupa pencabutan izin 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tanpa melalui 

tahapan peringatan tertulis dan penghentian sementara 

kegiatan dalam kondisi tertentu, yaitu apabila: 
a. Pemegang IUP, IPR, atau SIPB melakukan tindak pidana 

berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan 

hukum tetap; 
b. berdasarkan hasil evaluasi Gubernur, pemegang IUP, IPR, 

atau SIPB menimbulkan kerusakan lingkungan dan tidak 

menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik; atau 
c. pemegang IUP, IPR, atau SIPB dinyatakan pailit sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

BAB XIII 
KETENTUAN PIDANA 

 

Pasal 34 
(1) Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dipidana sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(2) Pelaksanaan pemberian pidana sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
 

BAB XIV   

KETENTUAN PERALIHAN  

 
Pasal 35 

Seluruh  Perizinan Berusaha yang telah ada sebelum berlakunya 

Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai jangka waktu 
berakhirnya izin.  

 

BAB XV 
KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 36 
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Pertambangan Mineral (Lembaran Daerah Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 52), 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.  

 
 

 

 
 

 

 
 



      

 

 

Pasal 37 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar Setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.  

  

 

 
Ditetapkan di Pangkal Pinang 

pada tanggal 26 Juni 2026  

 
GUBERNUR 

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, 

 
dto 

 

HIDAYAT ARSANI 
 

Diundangkan di Pangkal Pinang 

pada tanggal 26 Juni 2026    

 
Pj. SEKRETARIS DAERAH 

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, 

 
dto 

 

FERY AFRIYANTO 
 

 

 
LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2026 

NOMOR 2 SERI E 

 

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 
NOMOR (3-92/2026) 

  



      

 

PENJELASAN 

ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  

NOMOR 3 TAHUN 2026      

 
TENTANG  

 

PELAKSANAAN PENDELEGASIAN KEWENANGAN  

PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA  
  

 

 
I. UMUM  

 Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi 
negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 

Selanjutnya, Pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam 

yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk 
sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sejalan dengan ketentuan tersebut, sumber 

daya mineral sebagai kekayaan alam yang tidak terbarukan harus dikelola 

secara optimal, efisien, transparan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, 

serta berkeadilan guna memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi 
kemakmuran rakyat. 

Dalam rangka melaksanakan amanat konstitusi tersebut, negara telah 

membentuk Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan 
Mineral dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan 
Batubara. Undang-Undang tersebut menjadi dasar hukum dalam 

penyelenggaraan dan pengelolaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan 

batubara secara nasional. 
Seiring dengan perubahan kebijakan hukum di bidang pertambangan, 

melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 kewenangan pengelolaan 

pertambangan mineral dan batubara yang sebelumnya dilaksanakan oleh 

Pemerintah Daerah ditarik kembali kepada Pemerintah Pusat. Namun demikian, 
sebagian kewenangan tersebut kemudian dilaksanakan oleh Pemerintah 

Daerah melalui mekanisme pendelegasian kewenangan sebagaimana diatur 

dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian 
Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara. 

Perubahan pengaturan tersebut memerlukan penyesuaian dalam 

kebijakan dan pengaturan di tingkat daerah, agar penyelenggaraan pengelolaan 
pertambangan tetap selaras dengan kebijakan nasional serta memperhatikan 

karakteristik dan kebutuhan daerah. Oleh karena itu, perlu dibentuk Peraturan 

Daerah yang mengatur mengenai Pelaksanaan Pendelegasian Kewenangan 
Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara di Provinsi dengan 

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangann. 

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menyelaraskan pengaturan daerah 

dengan kebijakan nasional di bidang pertambangan mineral dan batubara, 
memperjelas pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah yang bersumber 

dari pendelegasian kewenangan Pemerintah Pusat, memperkuat pembinaan 

dan pengawasan kegiatan pertambangan, serta meningkatkan penataan dan 
pengelolaan pertambangan rakyat agar kegiatan pertambangan dapat 

dilaksanakan secara tertib, aman, dan berwawasan lingkungan. Selain itu, 

pengaturan ini juga diarahkan untuk mengoptimalkan kontribusi kegiatan 
pertambangan yang legal terhadap pembangunan dan perekonomian daerah 

dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
 



      

 

 

II. PASAL DEMI PASAL  
  

Pasal 1  

Cukup jelas.  
Pasal 2  

Cukup jelas.  

Pasal 3  

Cukup jelas.  
Pasal 4  

Cukup jelas.  

Pasal 5  
Cukup jelas.  

Pasal 6  

Cukup jelas.  
Pasal 7  

Cukup jelas.  

Pasal 8  
Cukup jelas.  

Pasal 9  

Cukup jelas.  

Pasal 10  
Cukup jelas.  

Pasal 11  

Cukup jelas.  
Pasal 12 

Cukup jelas.  

Pasal 13 
Cukup jelas.  

Pasal 14 

Cukup jelas.  
Pasal 15 

Cukup jelas.  

Pasal 16  

Cukup jelas.  
Pasal 17  

Cukup jelas.  

Pasal 18  
Cukup jelas.  

Pasal 19  

Cukup jelas.  
Pasal 20 

Cukup jelas.  

Pasal 21  
Cukup jelas.  

Pasal 22  

Cukup jelas.  

Pasal 23 
Cukup jelas.  

Pasal 24 

Cukup jelas.  
Pasal 25  

Cukup jelas.  

 
 

 

 
 



      

 

 

Pasal 26  
Cukup jelas.  

Pasal 27 

Cukup jelas.  
Pasal 28 

Cukup jelas.  

Pasal 29  

Cukup jelas.  
Pasal 30  

Cukup jelas.  

Pasal 31 
Cukup jelas.  

Pasal 32 

Cukup jelas.  
Pasal 33  

Cukup jelas.  

Pasal 34  
Cukup jelas.  

Pasal 35 

Cukup jelas.  

Pasal 36 
Cukup jelas.  

Pasal 37  

Cukup jelas.  
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